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Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses terkait Rekening

Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye

Yth.
— Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 1
(dr. Zadrak Tombeg, Sp.A. dan Erianto Laso’ Paundanan, S.H., M.H.)
— Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 2
(Victor Datuan Batara, S.H. dan Drs. John Diplomasi)
di
Tempat

A. Dasar Hukum
~ 1.

>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentangPerubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil WaliKota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
m serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 941 Tahun 2024
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana
Toraja Tahun 2024 tanggal 22 September 2024,
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 943 Tahun 2024
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tana Toraja Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Mentaati ketentuan terkait Sumber Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (5) , Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada




pokoknya menyatakan;,
e Pasal 6 ayat (1) dan Ayat (5):

1) Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
5) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas
yang jelas.

e Pasal9

(1). Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

(2). Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama

5] masa Kampanye.

(3). Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang
bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berlaku ketentuan pembatasan
sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4). Dana Kampanye yang berasal dari dari Partai Politik Peserta Pemilu yang
bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain
perseorangan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang
selama penyelenggaraan Kampanye

2. Mentaati ketentuan terkait Bentuk Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasl 10
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
ﬁ Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;

Dana Kampanye dapat berbentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.

3. Mentaati ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada
pokoknya menyatakan;

1. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai,
cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan
melalui transaksi perbankan.

2. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada
RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

4. Mentaati ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
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Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya
menyatakan,

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib
membuka RKDK pada Bank Umum;

2. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi
Pasangan Calon;

3. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan
Calon;

4. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan oleh
salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu;

5. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
untuk menandatangani spesimen RKDK.

6. Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak

\ﬁ pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa
Kampanye dimulai;

7. Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan,
Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

8. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir
yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota;

5. Mentaati ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang yang pada pokoknya

menyatakan;
o 1. Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas
' untuk:

a. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan

b. menyampaikan laporan Dana Kampanye.

2. Pasangan Calon dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang
akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun
laporan Dana Kampanye.

3. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disertai dengan surat tugas dan disampaikan melalui Sikadeka.

6. Mentaati ketentuan terkait Jenis Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam
Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana
Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota.
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2. Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

7. Mentaati ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada
pokoknya menyatakan;

Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1
(satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

8. Bahwa Masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam angkat 7 diatas dimulai sejak
tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024.

9. Dalam hal pengelolaan dana kampanye berpedoman kepada ketentuan sabagaimana
diatur didalam Pasal 74 Ayat (8) Undang-Undang 10 Tahun 2016 “Penggunaan dana
Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel
sesuai standar akuntasi keuangan”.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

™
Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja,
3. Pertinggal.
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